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I(EPUTT'SAI5 I(TPALA KAITTOR UIILAYAII I{TMEtrTTRIAil AGAMA
PROVII5SI JAWA TIMUR

ITOMOR 9967 TAHUIT 2OI7
TIITTAIIG

PEMBERIAn IzIr pErTDrruAn / OPTRASIOITAL
RAUDIIATTIL ATIIFAL DARUSSAL/TM BEDI'ITGGALIIR KABUPATEIT ITGAIPI

PROVIITSI JAWA TIMUR

DEITGAIT RAIIMAT TT'HAIT YAITG MAIIA ESA

IISPALIT KAITTOR WILAYAII I{TMTITTTRIAI{ AGAMA PROVtrYsI JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
Raudhatul Athfal yang bermutu, perlu memberikan
kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum
untuk menyelenggarakan Raudhatul Athfal sesuai dengan
standar nasional pendidikan;

bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian Raudhatul
Athfal sebagaimana tercantum dalarn Lampiran Keputusan ini
telah habis;

bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan
perpanjangan izirr pendirian/operasional Raudhatut Athfal
berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Kaltor Kementerian
Agama KABUPATEN NGAWI Nomor :

Mengingat : 1.

Kd. 1 5. L 5 / 2 / PP.AO / l24O / 2016 ranssal 7 April 2At6;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dal;am huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Frovinsi
Jawa Timur tentang Perpaqiangan Izin Pendirian/Operasional
RAUDHATUL ATHFAL DARUSSALAM KEDUNGGALAR"
KABUPATEN NGAWI Provinsi Jawa Timur.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor a301);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stand"ar
Nasional Pendidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44961 Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tatrun
20OS tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

b.

c.

d.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 4g Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a86a);

Peraturan Pemerintah Nomor 1Z Tahun 2OlO tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Sl5O)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah
Nomor 66 Tahun 2O1O tentang Perubahan Atas peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun ?OLO tentang pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor LlZ, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tatrun 2OOZ
tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 20L0
tentang Standar Pe}ayanan Minimal pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri pendidikan
Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan
Minimat Pendidikan di Kabupaten/ Kota;

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun ZOtg tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagairnana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama
Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan pendidikan
Madrasah;

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385
Tahun 2014 tentang Petunjuk Telaris Pendirian Madrasah yang
Diselenggarakan oleh Masyarakat;

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor SBgs
Tatrun 2015 tentang Petunjuk Teknis perpanjangan lzin
Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan pengganti
Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat
Keterangan Kerusakan Dokume n lzin Pendirian Madrasah;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERTAN AGAMA
TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL DARUSSALAM KEDUNGGAIAR KABUPATEN
NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR.

Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional Raudhatul
Attfal kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dapat dicabut apabila Raudhatul Athfal yarlg
bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal29 Desember 2OLT

ALA KANTOR WII,AYAH
AGAMA

JAWA TIMUR,

BAJHiru th



I,AMPIRAN
KEPUTUSAN KEPAI,A KANTOR
WILAYAI{ KEMENTERTAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 9967 TAHUN 2OI7
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL DARUSSAI"AM
KEDUNGGAI,AR
KABUPATEN NGAWI

. PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS RAUDTATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

KEPALA KANTOR WILAYA}I
AGAMA

JAWA TIMUR,

1 Nama Raudhatul Athfal DARUSSALAM KEDUNGGALAR

2 Nomor Statistik Madrasah LOt2352LOO88

3 Alamat Raud.hatul Athfal JAI,AN RAYA KEDUNGGAI/,R

DESA KEDUNGGALAR

KECAMATAN KEDUNGGALAR

KABUPATEN NGAWI

PROVINSI JAWA TIMUR

4 Nam a Organisasi Penyelenggara YAYASAN PENDIDIKAN ISI-AM
DARUSSALAM

5 Akte Notaris Organisasi

Penyelenggara

NO. 2, ANIS SRI WAHYUNI, Sl,H

6 Pengesahan Akte Notaris Organisasi

Penyelenggara

c-3 153.HT.0 l.O2.TAHUN 2OA7 /
24 SEPTEMBER 2OA7
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